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1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Seiring denganxberkembangnya AkuntansixSektorxPublik di Indonesia, 

makaxkebutuhanxakuntabilitasxuntukxwujud pertanggungjawaban kepada 

masyarakat atas kinerja pemerintahan menjadi suatu tuntutan umum. Orientasi 

dibangunannyaxsektorxpublikxadalahxuntukxmenciptakan good governance. 

Kepemerintahanxyang baikxatauxsuatuxpenyelenggaraan manajemen serta 

pembangunanxyang solid danxsejalanxdengan prinsip demokrasixdan pasar yang 

efisien, penghindaran darixadanya salah alokasi dan investasi dan pencegahan 

korupsi baikxsecara politik maupun administratif, menjalankanxdisiplin anggaran 

sertaxmenciptakan kerangka danxlegal kerja politik bagixtumbuhnya aktivitas 

usaha, inixsering diartikan sebagaixgood governance (Mardiasmo, 2002). 

 Meningkatnyaxxkeinginan masyarakat tehadapxxterselenggaranya 

pemerintahan yang baik, mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk 

menerapkan akuntabilitasxpublik. Kewajiban suatu organisasixdalam mencapai 

tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya diartikan sebagai akuntabilitas. Di 

Indonesia, salah satuxbentuk konkrit untuk terwujudnyaxakuntabilitas keuangan 

negara dan transparansi adalah dengan adanyaxUU No. 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang PemerintahxDaerah berupa 



laporan keuanganxsebagai bentuk pertanggungjawabanxatas kepengurusan dari 

sumber daya ekonomi yang dimiliki suatu entitas (Diani, 2014). 

 Dalam PP No. 71 Tahun 2010 mengungkapkan, karakteristikxkualitatif 

laporan keuangan adalah pengukuran normatifxyang perlu terwujudnya dalam 

informasi akuntansi sehingga dapat terpenuhi segalaxtujuannya. Karakteristik 

kualitatif antara lain berupa : (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan 

(4) dapat dipahami. Untuk memenuhi karakteristikxtersebut, makaxpengelolaan 

keuangan di pemerintahxdaerah tidak mungkin terlepas dari adanyaxperan 

pegawai yang mengelolaxdan melakukan pelaporanxkeuangan. 

 Pemahamanxterhadap standar akuntansixpemerintah juga akan sangat 

penting dalam sebuahxlaporan keuangan sebagaixinformasi yang dapat digunakan 

dalam pengambilan keputusan. Faktor lainxdari pengaruh kualitas laporan 

keuangan adalah sumberxdaya manusia. Sumber daya manusiaxyang akan 

menjalankan sistem tersebutxdituntut untuk memiliki keahlianxatau kemampuan 

akuntansi yangxmemadai dalam menghasilkanxinformasi yang andal. Dalam hal 

ini kompetensi sumberxdaya manusia memiliki perananxpenting untuk 

perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengendalian entitas yang bersangkutan.  

 Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentangxsistem pengendalianxintern 

adalah prosesxyang integral pada kegiatan danxtindakan yang dilakukanxsecara 

terus-menerus olehxpimpinan dan seluruhxpegawai untuk diberikannya keyakinan 

yangxmemadai atas pencapaianxtujuan organisasi melaluixmengamankan aset 

negara, keandalan pelaoranxkeuangan, kegiatan yangxefektif danxefisien, dan 



ketaatannyaxterhadap peraturan perundang-undangan. Perlunya pengendalian 

intern diharapkan mampuxmendeteksi atau mencegah terjadinyaxkesalahan dalam 

proses akuntansi seta dapat memberi perlindungan bagi data organisasi dari 

adanya ancamanxsabotase atau menyelewengnyaxsitem. Pengendalian intern 

disusunxagar pelaporan keuanganxdapat terpenuhinya asas ketertibanxyang 

merupakan cerminxdari kepatuhan terhadap peraturanxperundang-undangan. 

 Faktor lain dari pengendalian internal akuntansi adalah pemanfaatan 

teknologixinformasi oleh pemerintahxyang telah diaturxdalam PP No. 56 Tahun 

2005 tentang sistemxinformasi keuanganxdaerah. Sistem informasi ini membantu 

membantu prosesxmengidentifikasi, proses mencatat danxmelaporkan keuangan 

dan anggaran, mengukur dan melaporkan transaksi ekonomi dari suatu daerah 

yang kemudian menjadikan sebagai informasi yang dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. Dengan memanfaatkanxteknologi, informasi yang didapat berharap 

membantu pihak yang berkepentinganxdalam pengidentifikasianxsuatu masalah, 

mpenyelesaianxserta pengevaluasian, sehingga informasi yangxdidapatkan harus 

informasi yangxberkualitas. Menyangkut tentang pemanfaatanxteknologi dalam 

menghasilkanxnilai informasixpelaporan keuangan, didasarkanxoleh semakin 

meningkatnyaxtotal APBD dan APBNxdari tahunxketahun. 

 Hal lain yangxmempengaruhi kualitas laporanxkeuangan pemerintah 

daerahxadalah peran internalxaudit. Peran internal audit adalah memberikan jasa 

konsultasixdan jaminanxmutu terhadap laporanxkeuangan khususnya melakukan 

review atas laporanxkeuangan pemerintah daerah. Disebutkanxbahwa internal 

audit adalah suatuxaktivitas independen, keyakinanxobjektif dan cara konsultasi 



yang dirancangxuntuk meningkatkanxoperasi organisasixdan memberikanxnilai 

tambah (Institute Of Internal Auditor, 1999 dalamxYuliani, 2010). Dengan 

demikianxinternal auditxmembantu organisasixdalam mencapai tujuanxdengan 

pengelolaanxorganisasi, menerapkan pendekatanxyang sistematis jugaxdisiplin 

untukxmeningkatkan sertaxmengevaluasi efektifitas pengelolaan resiko 

kecukupanxkontrol. Pemerintah daerah harusnya mendapatkanxopini wajar tanpa 

pengecualian (WTP) untuk mengoptimalkanxpemanfaatan dari APBDxsetempat. 

 Terdapat penelitianxterdahulu yangxmeneliti tentang kualitasxlaporan 

keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2010) 

tentangxpengaruh pemahamanxakuntansi, pemanfaatanxsistem informasi 

akuntansi keuanganxdaerah dan peranxinternal audit memilikixhasil penelitian 

yang berpengaruhxpositif dan signifikanxterhadap kualitasxlaporan keuangan 

pemerintahxdaerah. Namun hal inixberbeda dengan penelitianxyang dilakukan 

olehxDiani (2014) yang menelitixtentang faktor-faktor yangxmempengaruhi 

kualitasxlaporan keuanganxpemerintah daerahxmemiliki hasilxpemahaman 

standar akuntansixpemerintah, dan peranxinternal audit berpengaruhxpositif 

signifikanxterhadap kualitas laporanxkeuangan. Sedangkan untukxpemanfaatan 

sistem informasixakuntansi keuanagnxdaerah tidak berpengaruhxpositif dan 

signifikanxterhadap kualitas laporanxkeuangan pemerintahxdaerah. 

 Penelitian Roshanti (2014) tentang pengaruh kualitasxsumber daya 

manusia, pemanfaatanxteknologixinformasi, sistem pengendalian intern 

berpengaruhxpositif  dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporanxkeuangan 

pemerintah daerah. Hal ini tidak sejalan denganxpenelitian yangxdilakukan oleh 



Yendrawati (2013) menyatakan bahwa hasil penelitian tentang kapasitas sumber 

dayaxmanusia berpengaruhxpositif dan signifikanxterhadap kualitasxlaporan 

keuangan, tetapi sistemxpengendalian intern berpengaruhxnegatif terhadap 

kualitasxlaporan keuangan pemerintahxdaerah. Hasilxyang belumxkonsisten 

tersebutxmungkin dikarenakanxadanya perbedaanxresponden yangxdigunakan. 

 Berdasarkan uraian diatas yangxmasih belumxkonsisten danxmasih 

terbatasnyaxpenelitian di bidangxpemerintahan khususnyaxdi Kota Semarang 

memotivasixpenelitixuntuk melakukan penelitian kembalixmengenaixpelaporan 

keuanganxpada pemerintahxdaerah. Alasan penelitianxini adalah, ingin 

mengetahuixsejauh mana keberhasilanxsuatu organisasixperangkat daerahxdalam 

menyusun laporanxkeuangan dengan baikxdan jujur sertaxdilihat dari 

sejauhxmana pemahaman yangxdimiliki oleh staffxakuntansi maupun tataxusaha 

keuangan di pemerintahxdaerah, dan diikutixdengan pengawasan pada 

penyusunan laporanxkeuangan agar dapatxdikatakan andalxdanxrelevan. Selain 

itu, ada banyaknyaxkasus penyimpangan mengenaixkualitas laporanxkeuangan 

pemerintahxdaerah juga menjadi faktor dilakukannya kembali penelitian ini, 

khususnya pada pemerintah daerah Kota Semarang. 

 Penelitianxini merupakanxpengembangan dari penelitianxyang dilakukan 

olehxSapitri dkk (2015). Adapunxperbedaan penelitianxini denganxsebelumnya 

adalahxsebagai adanyaxpenambahan variabelxindependen. Penelitian ini 

menggunakanxvariabel independenxyaitu pemahaman standarxakuntansi 

pemerintahxdan peranxinternal auditxsebagai variabelxpenambahnya. Sedangkan 

penelitianxsebelumnya hanyaxmenggunakan variabel independenxberupa 



kapasitasxsumber daya manusia,xpengendalian internalxakuntansi, dan 

pemanfaatanxteknologi informasi. Obyek penelitianxini adalah padaxorganisasi 

perangkatxdaerah (OPD) di wilayah Kota Semarang yang sampelnya diambil dari 

pegawai-pegawai dari pemerintah Kota Semarang. Sedangkan pada penelitian 

sebelumnya, menggunakan obyek Koperasi Simpan Pinjam yang terdapat di 

Kecamatan Buleleng. Kota Semarang merupakanxwilayah industrixdan wisata 

yangxdapat menghasilkan pendapatanxdaerah yangxcukup signifikanxsehingga 

dalam penegelolaanxlaporan keuanganxdaerahnya harus dilakukanxdengan 

akuntabel. Selain itu, penelitianxini dilakukanxpada tahun 2018 sedangkan 

penelitianxsebelumnyaxdilakukan padaxtahun 2015. 

 Darixuraian diatas, topikxtersebut menarikxuntuk dijadikanxsebagai judul 

penelitian. Oleh karenaxitu beradarkan latarxbelakang yang telahxdipaparkan, 

makaxpenelitian inixmengambilxjudul : “Pengaruh Pemahaman Standar 

Akuntansi Pemerintah, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian 

Internal Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Peran Audit 

Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. 

 

 

 

 

 



1.2 Rumusan Masalah 

 LaporanxKeuangan PemerintahxDaerah (LKPD) sangatxdiperlukan publik 

untukxmengetahui akuntabilitasxterhadap pemerintahxdaerah. Namunxkenyataan 

dixlapangan kualitasxinformasi LKPD secaraxumum masihxlemah padahalxtelah 

dilakukanxreformasi manajemenxkeuangan negaraxmaupun daerahxoleh 

pemerintah. Dengan adanya usahaxpemerintah tersebutxbertujuan untuk 

menghasilkanxinformasi laporanxkeuangan yang berkualitasxsesuai dengan 

kriteria kualitasxlaporan keuanganxmenurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang 

stanadarxakuntansixpemerintah. Sehinggaxharus ditelitixlagi faktor-faktorxapa 

sajaxyang mempengaruhixkualitas laporanxkeuanganxdaerah. 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahxyangxakan 

ditelitixdalam penelitianxini adalah sebagai berikut : 

1. Apakahxpemahaman standarxakuntansi pemerintahxberpengaruh terhadap 

kualitasxlaporanxkeuangan? 

2. Apakahxkapasitas sumberxdaya manusiaxberpengaruh terhadapxkualitas 

laporanxkeuangan? 

3. Apakahxpengendalian internalxakuntansi berpengaruhxterhadap kualitas 

laporanxkeuangan? 

4. Apakahxpemanfaatan teknologixinformasi berpengaruhxterhadapxkualitas 

laporanxkeuangan? 

5. Apakahxperan auditxinternal berpengaruhxterhadap kualitasxlaporan 

keuangan? 



1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkanxrumusan masalahxyang telahxdiidentifikasi di atas, maka 

tujuanxdari penelitianxini adalah sebagaixberikut : 

1. Untukxmenganalisis pengaruh pemahamanxstandar akuntansixpemerintah 

terhadapxkualitas laporanxkeuangan. 

2. Untukxmenganalisis kapasitasxsumber dayaxmanusia terhadapxkualitas 

laporanxkeuangan. 

3. Untukxmenganalisis pengendalianxinternal akuntansixterhadap kualitas 

laporanxkeuangan. 

4. Untukxmenganalisis pemanfaatanxteknologi informasixterhadap kualitas 

laporanxkeuangan. 

5. Untukxmenganalisis pengaruh peranxaudit internal terhadapxkualitas 

laporanxkeuangan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Denganxdilakukannya penelitianxini, diharapkanxdapat meberixmanfaat 

sebagaixberikut : 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan buktixempirisxtentang 

pengaruhxpemahaman standarxakuntansi pemerintah, kapasitasxsumber 

dayaxmanusia, pengendalianxinternal akuntansi, pemanfaatanxteknologi 



informasi, dan peranxinternal audit terhadapxkualitas laporanxkeuangan. 

Selain itu, diharapkan dapat memberikan tambahan informasi atas 

pemahaman dan pengembangan teori khususnya tentang pemahaman 

standar akuntansi pemerintah, kapasitas sumber daya manusia, 

pengendalian internal akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan 

peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan sehingga tujuan 

pemerintahan dapat tercapai. Serta bertujuan untuk menambah daftar 

pustaka dalam lingkungan akademis. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan, 

sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan mengenai pemahaman 

standar akuntansi pemerintah, kapasitas sumber daya manusia, 

pengendalian internal akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan 

peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan agar dapat menjadi 

bahan evaluasi di masa yang akan datang oleh pemerintah daerah maupun  

oleh pembaca. 


